
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI POMPENGAN JENEBERANG
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Pola dan Rencana PSDA

Permen PU Nomor 22/PRT/M/2009

Pedoman Teknis dan Tata Cara 

Penyusunan Pola Pengelolaan SDA

Permen PU Nomor 02/PRT/M/2013

Pedoman Penyusunan Rencana 

Pengelolaan Sumber Daya Air

Permen PUPR 10/PRT/M/2015

Rencana dan Rencana Teknis 

Pengaturan Air dan Tata 

Pengairan

UU No. 07 Tahun 2004

Sumber Daya Air

UU No. 11 Tahun 1974

Pengairan

Pasca Putusan MK 

No.85/PVV-XI/2015

18 Feb 2015

PENDAHULUAN



Peraturan Menteri PUPR No. 10/PRT/M/2015

sebagaiacuanbagiPemerintahPusat

danpemerintahdaerahdalammenyusun

RencanadanRencanaTeknisTata Pengaturan

Air danTata PengairanpadasetiapWS

menjaminterselenggaranyatatapengaturanair 

dantatapengairanyg baikpadasetiapWS 

gunamewujudkankemanfaatansumberdaya

air ygberkelanjutanuntuksebesar-besar

kemakmuranrakyatdi segalabidang

kehidupan

MAKSUD TUJUAN

RENCANA TATA PENGATURAN AIR DAN 

TATA PENGAIRAN 
Hasilperencanaantata pengaturanair dan tata
pengairan pada setiap wilayah sungai yang
bersifat makro, dimuat dalam suatu dokumen
polapengelolaansumberdayaair.

RENCANA TEKNIS TATA PENGATURAN 

AIR DAN TATA PENGAIRAN 
Hasilperencanaanteknistata pengaturanair dan
tata pengairanpada setiap wilayah sungaiyang
dimuat dalam suatu dokumen rencana
pengelolaansumberdayaair.

PENDAHULUAN
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LATAR BELAKANG, MAKSUD, TUJUAN & SASARANPENDAHULUAN

LATAR BELAKANG,

Tata Pengaturan Air

Tata Pengaturan Air" adalah segala usaha untuk
mengatur pembinaan seperti pemilikan, penguasaan,
pengelolaan, penggunaan, pengusahaan, dan
pengawasan atas air beserta sumber-sumbernya,
termasuk kekayaan alam bukan hewani yang
terkandung didalamnya, guna mencapai manfaat yang
sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan
peri kehidupan Rakyat. (UU No. 11/1974 tentang
Pengairan Pasal 1)

Rencana pengelolaan sumber daya air

Rencana tata pengaturan air dan tata pengairan adalah
hasil perencanaan tata pengaturan air dan tata
pengairan pada setiap wilayah sungai yang bersifat
makro, dimuat dalam suatu dokumen pola pengelolaan
sumber daya air.

Rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan
adalah hasil perencanaan teknis tata pengaturan air
dan tata pengairan pada setiap wilayah sungai yang
dimuat dalam suatu dokumen rencana pengelolaan
sumber daya air.

(PermenPUPRNo. 10/PRT/M/2015tentang Rencanadan
RencanaTeknisTataPengaturanAir & TataPengairan)

Rencana pengelolaan sumber daya air yang sudah 
ditetapkan, digunakan sebagai:
a. Dasar penyusunan program dan rencana kegiatan 

setiap sektor yang terkait dengan sumber daya air; 
dan

b. Masukan dalam penyusunan, peninjauan kembali, 
dan / atau penyempurnaan rencana tata ruang 
wilayah yang bersangkutan

4

SASARAN :

memberikan arahan dan kebijakan dalam upaya :

a) Konservasi sumber daya air di WS Saddang;

b) Pendayagunaan sumber daya air di WS Saddang dengan

memperhatikan kebijakan daerah, termasuk arahan dalam

penataan ruang wilayah;

c) Pengendalian daya rusak air di WS Saddang;

d) Pelaksanaan Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) di

WS Saddang;

e) Pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dan

dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air WS

Saddang.

TUJUAN :

Untuk menyusun rancangan rencana pengelolaan

Sumber Daya Air di WS Saddang, antara lain

Rencana Pengelolaan Bidang Konservasi SDA,

Rencana Pengelolaan Bidang Pendayagunaan

SDA, dan Rencana Pengelolaan Bidang

Pengendalian Daya Rusak Air

MAKSUD :
Maksud disusunnya Rencana Pengelolaan SDA di
WS Saddang untuk membuat kerangka dasar dalam
pengelolaan SDA dan kesepakatan tentang
pembagian tugas antara semua pemangku
kepentingan.

MAKSUD, TUJUAN & SASARAN


